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ABSTRACT

Public enterprise has two dimensions. As a business enterprice, it has to be

profitable and grows. As a public organization, it has to be public oriented. Those two

different interests could be in conflict with each other, however, it has to be kept in a

balance, although it is difficult to be realized

This paper tries to group the public enterprises that can be used in the

formulation of the performance criteria. By grouping them, it will simpler without

reducing its uniqueness because of the differences in almost 200 public enterprises in

Indonesia. The performance criteria is stressed on the evaluation of management

effectiveness. The paper also tries to Identify the attitude of their executives on the

objectives and the weight of the criteria by grouping them and to test how for

similarity of their perceptions among them and the government official as focal point.

Public enterprises could be grouped based on their product and consumer

approach into 4 categories Groups I consists of public enterprises which goal has In

distribution, Group II concentrate on infrastructure, Group III has the task to

accelerate economic development, and Group IV is acting more as a source of

government revenue to finance economic development and improving the balance of

payment. Referring to the executives responsibility on performance, our public

enterprises can be grouped according to two approaches, namely the responsibility

center and relative balance approach in relation to their public and business

dimensions. Responsibility center approach consists of profit center group,

expenditur center, social responsibility center, and standart cost center group.

Meanwhile, relative balance approach regarding public and business dimensions,
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which resulting a group that tends to be more public regulated by government and

group that tends to be more business oriented market mechanism. Using statistical

inference, it can be concluded that there is no srgnificant difference in objectves and

priority among the public groups with difference goals. There is no correlationn

between objectives priority and the weight of criteria on group that has goal of

distribution and infrastucture. However, whitin the group that has goal of accelerating

economic development and source of government revenue, there is a clear correlation

between objective priority and weight of criteria. Our study suggests that there is no

significant difference in perception between the public enterprise executive and

government official in determining ojectves priority and the weight of criteria. This

lack of difference may be caused by the fact that all are governed by the same

regulation and all executive are evaluated on the same criteria.

Formulating performance criteria by using strategic business unit approach has

resulted an illation formula for management effectiveness that can be used to evaluate

all activities of each iliac enterprise taking into account commercial and non

commercial performance and different ornament policy caused by the different

market structure and supply condition.
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GAMBARAN UMUM BUMN KITA

Pada tahun 1986 ada 215 BUMN di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 8

Tahun 1988 membatasi pesertaan pemerintah minimum sebesar 51 persen pada usaha

patungan. Ini mengakibatkan jumlahnya turun menjadi 192. Jumlah ini menurun lagi

pada tahun 1992 menjadi 184, karena ada beberapa yang dilikuidir atau dijual kepada

swasta. Sementara itu terjadi perubahan status dari Perjan menjadi Perum dan dari

Perum menjadi Persero. Perubahan status hukum dimaksudkan agar mereka dapat

lebih bertindak sebagai badan usaha dan memberi kelonggaran kepada manajemen

untuk memperoleh dana dari sumber eksternal di luar pemerintah. Walaupun sering

dikatakan mereka tidak efisien namun margin laba rata-rata selama 4 tahun (1988-

1991) adalah 13,2 persen. Jumlah ini lebih tinggi daripada margin laba 68 perusahaan

swasta yang go public.

Badan usaha milik negara rnerupakan sumber dana yang dapat diandalkan bagi

pemerintah karena selama 5 (lima) tahun (1989-1992/1993) rata-rata telah dapat

menyumbang sebesar 38 persen terhadap penghasilan negara yang berasal dari pajak

penghasilan badan usaha dan 42,8 persen terhadap pendapatan nonpajak yang berasal

dari dividen dan bagian laba pemerintah. Jumlah ini cukup besar mengingat jumlah

BUMN hanya sebanyak 184 jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan swasta

sebanyak ribuan. Sumbangan nilai tambah bruto mereka terhadap PDB nasional tanpa

Pertamina rata-rata selama 9 tahun (1978-1986) hanya sebesar 6,76 persen. Ini berarti

peran mereka kecil dalam perekonomian kita.

Profil BUMN Kita

Untuk mengetahui sejauh mana dimensi publik dan dimensi badan usaha pada

BUMN maka di sini dikemukakan profil mereka ditinjau dari aspek pemilikan,

pengawasan, dan kepentingan masyarakat atas produk sebagai unsur publik serta

otonomi dan pemasaran sebagai unsur badan usaha.

Agar dapat memperlihatkan profil mereka secara menyeluruh, maka digunakan

notasi masing-masing unsur dimensi, hingga diperoleh berbagai tipenya.
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Notasi   yang   digunakan   adalah   sebagai berikut.

Pemilikan (O)

O1 adalah di  mana  penyertaan  modal  negara lebih daripada 50 persen.

O2 adalah di mana penyertaan modal negara sebesar antara 50 sampai 100 prosen.

O3 adalah di mana penyertaan modal negara sebesar 100 persen.

Pengawasan (C)

C1 adalah di mana pemerintah sepenuhnya turut campur tangan dalam pengambilan

keputusan internal dan keputusan eksternal perusahaan.

C2 adalah di mana pemerintah memberi kuasa kepada pimpinan BUMN untuk

mengambil keputusan internal, sedangkan keputusan eksternal dilakukan

oleh pemerintah.

C3 adalah di mana pemerintah memberi kuasa kepada pimpinan untuk mengambil

keputusan internal, sedangkan keputusan eksternal didasarkan pada

mekanisme pasar.

Otonomi (A)

A1 adalah di mana BUMN merupakan satuan produksi dan sebagai bagian dari badan

pemerintah.

A2 adalah di mana BUMN merupakan satuan, produksi yang merupakan badan usaha

yang mempunyai budget tersendiri dan merupakan badan hukum.

Pemasaran (M)

M1 adalah public goods yang nonexclusion da-hanya dijual kepada negara.

M2 adalah public goods yang exclusion feasible dan hanya dijual kepada negara.

M3 adalah private goods exclusion feasible dipasarkan dan harganya ditetapkan oleh

pemerintah sama dengan biaya marginal yang mungkin lebih rendah

daripada biaya rata-rata

M4 adalah private goods exclusion feasible, dipasarkan dengan diskriminasi harga

yang ditetapkan oleh pemerintah.

M5 adalah private goods exclusion feasible, dipasarkan, dan harganya ditetapkan oleh

pemerintah dengan memperhitungkan margin laba.
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M6 adalah private goods exclusion feasible, dipasarkan dengan berorientasi pada

keuntungan, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

M7 adalah barang yang dihasilkan oleh individu tetapi dapat memberikan manfaat

secara kolektip. Tarif diatur oleh pemerintah.

M8 adalah barang yang dihasilkan secara kolektif dinikmati oleh individu (common

pool goods) berupa taman nasional. Tarif diatur oleh pemerintah.

Kepentingan masyarakat atas produk barang/Jasa (Pi)

Pi adalah barang/jasa yang kebutuhan primer dan merit goods yang merupakan

kebutuhan perorangan. Disini termasuk juga barang yang dapat memenuhi

kebutuhan rekreasi individu. Taman nasional merupakan public good yang

dapat dinikmati oleh individu karena memenuhi kebutuhan rekreasi.

Pi2 adalah public goods yang penting bagi pertahanan negara.

Pi3 adalah barang yang merupakan public utility.

Pi4 adalah public goods yang dapat menciptakan eksternalitas positif.

Pi5 adalah barang/jasa yang merupakan barang/ jasa untuk industri lain yang dapat

menciptakan eksternalitas positif.

Pi6 adalah barang yang merupakan sumber pendapatan negara yang dapat men-

dorong pertumbuhan ekonomi. Barang yang dihasilkan mempunyai pasar

di luar negeri.

Pi7 adalah jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan

sebagai sarana mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi.

 adalah merupakan Intersection yang me-nyatakan bahwa unsur O, C, A, M, dan Pi

secara bersama-sama menentukan karakteristik BUMN.

Tipe BUMN kita dapat dikelompokkan dengan memperhatikan unsur-unsur

tersebut adalah sebagai berikut :

1. O3 C2 A2M5 Pi 1

2. O3 C2;3 A2M5;6  Pi 1;5

3. O3 C2A2M4  Pi 1
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4. O3 C1A1M3;5 Pi 1;5

5. O3 C3 A2 M6  Pi 1;5

6. O3 C2;3 A2 M5;6  Pi 1;5;6

7. O3 C2;3 A2 M4;6  Pi 1;5

8. O3 C2 A2 M5  Pi 1

9. O3 C3 A2 M6  Pi 1

10. O3 C3 A2 M6  Pi 1;5

11. O3 C3 A2 M5  Pi 1;7

12. O3 C2 A2 M4  Pi 1;3

13. O3 C2 A2 M3;4  Pi 3

14. O3 C3 A2 M1;6  Pi 1;4;5

15. O3 C2 A2 M7  Pi 4

16. O3 C2;3 A2 M7;6  Pi 4;5

17. O3 C2 A2 M5  Pi 5

18. O1 C3 A2 M6  Pi 5

19. O2 C3 A2 M6  Pi 5; 6

20. O2 C2 ; 3 A2 M5;6  Pi 5;6

21. O3 C3 A2 M6  Pi 5;6

22. O3 C3 A2 M6  Pi 5

23. O3 C2;3 A2 M5;6  Pi 5;6

24. O3 C2;3 A2 M3;6  Pi 5

25. O3 C3 A2 M2;6  Pi 5

26. O3 C3 A2 M2;6  Pi 6

27. O3 C3 A2 M5  Pi 7

28. O3 C2;3 A2 M3;6  Pi 1;5;6

29. O3 C2 A2 M5  Pi 7

30. O3 C2 A2 M8  Pi 1

Dari berbagai tipe tersebut dapat disimpulkan bahwa negara tidak selalu

merupakan pemilik tunggal karena BUMN dapat merupakan usaha patungan baik

dengan pihak swasta nasional atau dengan asing. Hampir semuanya merupakan

kesatuan produksi yang menjual produk, merupakan badan usaha yang mempunyai

otonomi, dan merupakan badan hukum. Dua BUMN yang tidak mempunyai budget

sendiri karena merupakan Perjan sudah berubah status menjadi Perum. Kondisi pasar

dan tingkat kepentingan masyarakat atas produk akan mempengaruhi tingkat

keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Adanya multi produk yang

dihasilkan dapat menyebabkan kebijaksanaan ganda atas BUMN yang bersangkutan.
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Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen BUMN kita diatur dalam PP Nomor 3 Tahun

1983. Per-aturan ini merupakan kritalisasi dari peraturan-peraturan yang sebelumnya

dalam rangka menyeragamkan pengendalian manajemennya. Peraturan ini

mengalami penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990

tentang struktur pengendalian BUMN yang go public dan Keputusan Menteri

Keuang-an Nomor 740 Tahun 1989 dan Nomor 826 Tahun 1992 tentang evaluasi

kinerja mereka.

Tujuan BUMN Kita

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang

menetapkan tujuan publiknya untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Untuk itu

maka ditetapkan tujuannya sebagai berikut.

Memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara. Tujuan ini

merupakan tujuan makro yang bersifat aggregatif. Mereka diharapkan berfungsi

sebagai sumber pendapat-an negara. Karena • sumbangannya pada penda-patan

negara berupa pajak dan bagian laba maka tujuan ini berorientasi pada keuntungan.

Dapat memupuk keuntungan/pendapatan. Tujuan ini jelas berorientasi pada

keuntungan karena kemampuan memupuk dana tergantung pada tingkat keuntungan

dan kebijakan deviden. Sedang kemampuan memperoleh keuntungan sangat

dipengaruhi oleh efisiensi teknologi dan efisiensi managerial.

Dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang

bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hIdup orang banyak. Tujuan ini meliputi

jumlah, mutu dan harga barang-barang, dan jasa yang dihasilkan. Jumlah yang

memadai, mutu yang baik, harga yang terjangkau oleh rakyat karena menyangkut

hajat hidup orang banyak harus dipertimbangkan hingga tujuan ini bukan hanya

menyangkut efisiensi teknologi tetapi juga distribusi penda-patan apabila pemerintah

menetapkan harga di bawah harga pasar.
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Menjadi perintis kegiatan yang belum dilak-sanakan oleh usaha pihak swasta

dan koperasi. Kegiatan yang belum dilaksanakan swasta dan I koperasi  adalah

kegiatan  yang  membutuhkan modal besar dan kurang mengutungkan karena risiko

yang dihadapi cukup besar, sedang kebe-j radaannya secara  nasional sangat

dibutuhkan.j BUMN diharapkan  menjadi  perintis   dengan I harapan akan

mendorong para investor swasta dan untuk meratakan pembangunan di seluruhj

wilayah  kita.  Oleh karena itu tujuan  ini  erat kaitannya dengan efisiensi alokasi dan

distribusi pendapatan.

Menyelenggarakan kegiatan usaha yang melengkapi kegiatan swasta dan

koperasi angan antara lain menyediakan kebutuhan masy rakat dalam bentuk barang

dan jasa dengan memberi pelayanan yang memadait Tujuan ini hampir sama dengan

dua tujuan sebelumnya dan karena itu erat kaitannya dengan distribusi pendapatan

dan efisiensi alokasi.

Turut aktif memberi bimbingan kegiatan kepada pihak swasta khususnya

pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Tujuan ini jelas erat kaitannya

dengan distribusi penda-patan, subsidi, dan pemerataan.

Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Ini sangat luas dan

bersifat makro. Tujuan ini meliputi upaya memperluas ke-sempatan kerja,

memperbaiki neraca pem-bayaran dengan meningkatkan penerimaan devisa atau

menghemat devisa, menekan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di

samping itu mereka juga dituntut ikut mengembangkan daerah di mana mereka

berada.

Struktur dan Proses Pengendalian Manajemen BUMN

Ada 14 menteri bidang teknis dan BPIS dalam pelaksanaan pengendalian

manajemen. Setiap menteri bidang teknis membina sejumlah BUMN sesuai dengan

produk yang dihasilkan. Misalnya menteri perindustrian membina semua BUMN
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industri manufaktur, sedangkan menteri pertanian membina BUMN perkebunan dan

pertanian, perikanan, dan peternakan.

Berdasarkan pengaturan mengenai pengendalian manajemen yang membaginya

menjadi pembinaan menteri bidang teknis berdasarkan produk maka struktur

organisasi dalam pengendalian manajemennya menyerupai struktur organisasi

divisional sebagaimana nampak pada Gambar 1.

Keterangan : I.J. adalah Inspektur Jendral

S.J. adalah Sekretaris Jendral

D.J. adalah Direktur Jendral

Pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dan  produktifitas, serta

menjadikan   mereka sebagai badan usaha mandiri dan kuat dalam menghadapi

persaingan yang semakin tajam dalam suasana globalisasi ekonomi dengan

mengeluarkan peraturan yang menetapkan tolok ukur dalam evaluasi kinerja.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 Tahun 1989 menetapkan tolok ukur
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rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas (RLS). Ketiganya merupakan tolok ukur

finansial yang menilai pencapaian tujuan komersial.

Keputusan tersebut mengkategorikan mereka ke dalam 6 (enam) kelompok

yang tidak ada kaitannya dengan tolok ukur yang ditetapkan dan berlaku bagi

semuanya dengan ukuran (target) dan bobot yang sama, Keputusan menteri keuangan

tersebut menetapkan standar keberhasilan yang dikaitkan dengan imbalan (ganjaran)

sebagai insentif yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk memperbaiki

kinerja. Namun penetapan target dan bobot serta standar keberhasilan yang sama bagi

semua tanpa kecuali menyebabkan tolok ukurnya tidak merefleksikan tanggung

jawab manajemen. Hal ini mengakibatkan sikap negatif terhadap sistem pengendalian

manajemen hingga tujuan pemberian insentif tidak tercapai.

Badan usaha milik negara dipacu untuk meningkatkan efisiensi dengan

ketetapan bobot rentabilitas sebesar 75 persen dalam evaluasi kinerja. Rentabilitas

secara tidak langsung dapat merupakan indikator efisiensi. Tetapi ini dapat pula

menyesatkan.

Penyempurnaan keputusan menteri keuangan tersebut dilakukan dengan

keputusan Menteri Keuangan Nomor 826 Tahun 1992 yang menetapkan tolok ukur

tambahan berupa tolok ukur efisiensi biaya, rasio operasi, dan pro-duktivitas dengan

cara pengukuran yang disesuaikan dengan jenis usaha. Cara pengukuran ini

mengakibatkan pengelompokan BUMN menjadi 47 kelompok. Dibandingkan dengan

ketetapan pada keputusan menteri keuangan sebelumnya, yang terakhir ini lebih baik

karena penetapan targetnya lebih realistis. Namun tolok ukur yang ditetapkan   hanya

meliputi   tujuan   komersial.

Padahal ini digunakan untuk menilai pencapaia seluruh tujuan BUMN.
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PEMIKIRAN KRITERIA PENGELOMPOKAN BUMN DALAM RANGKA

EVALUASI KINERJA

Kriteria   Pengelompokan   BUMN   dalan Rangka Penilaian Keberhasilan

Organisasi

Dalam rangka menilai keberhasilan sebagai organisasi maka evaluasi kinerja

dimaksudkan untuk menilai keberhasilan sebagai badan usaha dan keberhasilan

sebagai alat kebijakan pemerintah. Tolok ukur yang digunakan harus dan dapat

mengukur pencapaian tujuan komersial dan nonkomersial. Sebagai  badan  usaha,

mereke mempunyai tujuan komersial yang sama dengan perusahaan swasta yaitu

mencapai keuntungan pertumbuhan, dan menjaga kelangsungan usaha. Semua ini

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sebagai alat kebijakan pemerintah, mereka

bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, sebagai sumber pendapatan negara, distribusi

pendapatan, dan tujuan lain yang bersifat makro yaitu prasarana pelayanan umum,

promotor/pendorong pembangunan atau bisnis yang bersifat komersial. Tujuan mana

yang menjadi tugas BUMN berbeda dari waktu ke waktu karena keadaan berubah

Tujuan ini juga berbeda karena bidang usahanya meliputi sektor ekonomi yang

berbeda. Perbedaan tujuan disebabkan karena produk yang dihasilkan berbeda dan

maksud didirikannya BUMN juga berbeda. Di antara keduanya ada yang condong

pada maksud utama didirikannya apabila produk yang digunakan sebagai dasar yang

membedakan, maka akan tumpang tindih.

Sasaran yang akan dicapai melalui sektor BUMN  kita dinyatakan  pada

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menjadi landasan konstitusional, yaitu

untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Latar belakang didirikannya sangat

beragam. Banyak perubahan keadaan yang sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan

alasan keberadaan mereka pada saat ini. Misalnya PT Perikanan Samudra Besar

merupakan BUMN yang didirikan sebagai perintis usaha penangkapan ikan samudra

besar. Pemerintah dengan deregulasi ekonomi memberi kesempatan kepada usaha

pihak swasta untuk berperan dalarn perekonomian. Sekarang sudah banyak
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perusahaan swasta yang berusaha di bidang penangkapan ikan samudra besar.

Dengan adanya perubahan ini maka perusahaan tidak lagi diharapkan menjadi

perintis tetapi sebagai perusahaan mandiri yang dapat bersaing dengan tidak

menghilangkan eksistensinya sebagai agen pembangunan.

Apabila sektor ekonomi dijadikan kriteria pengelompokan maka akan terlalu

luas karena produk yang berasal dari satu sektor belum tentu mempunyai konsumen

yang sama. Misalnya gula dan karet merupakan produk yang dihasilkan oleh sektor

pertanian yang mempunyai konsumen berbeda. Karena golongan konsumennya

berbeda maka tanggung jawab sosialnya juga berbeda yang menyangkut golongan

masyarakat berbeda. Oleh karena itu akan lebih tepat kalau digunakan pendekatan

produk. Tetapi ada keberatan dengan pendekatan ini karena dapat mengakibatkan

tumpang tindih. Dengan produk yang sama akan dicapai tujuan yang berbeda.

Berdasarkan pendekatan produk maka profil BUMN kita ada 7 macam produk

dengan kepentingan yang berbeda seperti yang telah dikemukakan sebelumnya

dengan menggunakan simbol   Pi. Tujuh kelompok produk tersebut mempunyai

konsumen  yang merupakan golongan masyarakat yang berkepentingan atas hingga

dapat diketahui sasaran yang akan dicapai

Pi mempunyai konsumen individu atau rumah tangga. Sasaran yang

ingin dicapai oleh pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat

termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Ini merupakan sasaran

pemerataan atau distribusi.

Pi2, Pi3, Pi4 mempunyai konsumen masyarakat yang terdiri dari rumah tangga,

perusahaan, dan pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai adalah

sebagai prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Ri5_dan Pi7_ mempunyai konsumen industri lain yang terkait (perusahaan).

Sasaran yang ingin dicapai adalah mendorong pembangunan untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pi6_     mempunyai konsumen utama pasar luar negeri. Sasaran yang ingin

dicapai adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai
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pembangunan dan meningkatkan pendapatan devisa yang dapat

mengatur rekening berjalan dalam neraca pembayaran.

Berdasarkan pendekatan produk dan konsumen yang merupakan golongan

masyarakat yang berkepentingan atas produknya maka BUMN kita dapat

dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut.

Kelompok I adalah yang mempunyai sasaran pemerataan. Contoh adalah Perum

Perumnas

Kelompok II adalah yang mempunyai sasaran prasarana. Contoh adalah PT

Telkom

Kelompok III adalah yang mempunyai sasaran mendorong pembangunan. Contoh

adalah PT Semen Gresik

Kelompok IV adalah yang mempunyai sasaran sebagai sumber pendapatan negara.

Contoh adalah PT Perkebunan III.

Kriteria Pengelompokan BUMN dalam Rangka Penilaian Keberhasilan

Manajemen

Dalam rangka penilaian keberhasilan manajemen maka dapat digunakan dua

pendekatan pengelompokan yaitu pendekatan pusat pertanggungjawaban dan teori

perimbangan relatif.

Pendekatan Pusat Pertanggungjawaban

Sebagaimana telah dikemukakan, struktur organisasi BUMN kita menyerupai

bentuk organisasi divisional. Penetapan dalam satu departemen didasarkan pada

produk seperti pembagian divisi pada suatu perusahaan. Setiap menteri membawahi

beberapa BUMN yang dipimpin oleh direksi yang mempunyai otonomi dalam

mengelola. Analog dengan organisasi divisional, departemen teknis merupakan satu

perusahaan. Menteri merupakan pimpinan di kantor pusat. Sedangkan direksi adalah

sebagai pimpinan yang merupakan manajer pusat pertanggungjawaban.
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Berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dan keluaran, BUMN kita

dapat dikelompokkan menjadi pusat laba, pusat pengeluaran, pusat biaya, dan pusat

tanggung jawab sosial. Contohnya masing-masing berturut-turut adalah PT Amarta

Karya, PT IPTN dan PT Inti, PLN, dan Perumka.

Sebagai organisasi yang mempunyai dua dimensi maka pengelompokan secara

tegas kedalam kelompok seperti tersebut di atas sulit dilakukan karena kenyataannya

unsur keuntungan dan tanggung jawab sosial akan selalu ada pada mereka, hanya

perimbangannya yang berbeda.

Teori Perimbangan Relatif

Badan usaha milik negara sebagai organisasi yang terdiri dari dua dimensi

kegiatan terletak dalam kombinasi keduanya. Namun perimbangannya selalu menjadi

masalah. Terlalu menekankan pada dimensi salah satu akan mengorbankan dimensi

lain.

Teori perimbangan relatif yang merupakan pendekatan pragmatis menyatakan

bahwa kecondongan penekanan perimbangan ditentukan oleh keadaan lingkungan.

Ini adalah sistem ekonomi-sosial di mana ia berada, proses pengambilan keputusan

dalam sistem nasional, penetapan tujuan, dan posisinya dalam struktur pasar.

Badan usaha milik negara kita dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang

lebih condong pada dimensi publik yang diatur pemerintah, seperti PT PLN, dan

kelompok yang lebih condong pada dimensi badan usaha yang diatur mekanisme

pasar, seperti PT Perkebunan III.

Penyusunan Tolok Ukur

Penyusunan tolok ukur dimaksudkan untuk menilai keberhasilan manajemen

dan menggunakannya untuk mengukur tujuan komersial dan nonkomersial. Dengan

memperhatikan tujuannya maka untuk selanjutnya tolok ukur yang akan digunakan

dalam analisis adalah

rentabilitas (ROI),
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likuiditas dan solvabilitas,

pertumbuhan,

perbandingan  pasokan  (produksi)  dengan kebutuhan nasional,

produktifitas,

sumbangan pada penerimaan negara, tingkat kesempatan kerja,

peningkatan nilai tambah, dan

pelaksanaan misi.

Karena ada perbedaan pada tingkat keterlibatan pemerintah pada satu

kelompok BUMN maka penilaian keberhasilan manajemen alkan dibedakan menjadi

dua sub kelompok yaitu yang diatur oleh pemerintah dan kelompok yang diatur oleh

mekanisme pasar. Dengan demikia maka dalam penyusunan tolok ukur akan terdapat

8 sub kelompok.

Pengaturan  harga  oleh  pemerintah  aka mengurangi  kontrol  pimpinan

terhadap faktor yang selanjutnya mempengaruhi peluang untu memperoleh

keuntungan. Karena keberhasilan manajemen  dikaitkan  dengan  imbalan  maka

keterbatasan  ini  perlu dipertimbangan dalam penetapan target yang akan dicapai.

Pelaksanaan misi merupakan tolok ukur yang tida dapat dinyatakan secara kuantitatif,

namun dapat dinyatakan peringkatnya hingga dimungkinkan menetapkan skor atas

pencapaian tujuan.

Penetapan bobot akan sejalan dengan kepentingan relatif setiap tolok ukur

dalam penilaian keberhasilan. Bobot tolok ukur tujuan komersial dan nonkomersial

akan ditetapkan dengan mempertimbangkan golongan masyarakat dan kepentingan

sebagai konsumen.

Dengan memperhatikan kelompok BUMN, tolok ukur tujuan komersial dan tujuan

nonkomersial, bobot tolok ukur, serta skor maka dapat diajukan rumus keberhasilan

manajemen sebagai berikut.

Xn 


3

1j
ijijSX +Yn




6

1j
)3j(iijSX (Rumus 1)

Xn, adalah bobot tolok ukur tujuan komersial kelompok.
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Yn adalah bobot tolok ukur tujuan nonkomersial kelompok.

Xij adalah bobot tolok ukur tujuan komersial masing-masing.

Xij adalah bobot tolok ukur tujuan nonkomersial dari tiap tujuan nonkomersial

masing-masing.

Sij adalah skor setiap tolok ukur yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan

peringkat suatu tolok ukur berdasarkan perbandingan antara target dan hasil

yang dicapai.




3

1j
ijijSX adalah jumlah skor tujuan komersial.






6

1j
)3j(iijSX adalah jumlah skor tujuan nonkomersial.

I dan j adalah nomor urut kelompok BUMN dan tolok ukur.

Jumlah skor yang dicapai merupakan tingkat keberhasilan

manajemen/pimpinan sesuai standar keberhasilan yang ditetapkan pemerintah. Model

penetapan tingkat keberhasilan dengan rumus I berlaku apabila semua BUMN kita

dapat dikelompokkan menjadi 8 sub kelompok secara tegas.  Hal inl dapat dilakukan

apabila masing-masing hanya menghasilkan satu atau beberapa macam produk untuk

kelompok konsumen yang sama dan mendapat pengaturan yang sama pula dari

pemerintah. Namun dalam kenyataan, adanya multi produk yang dihasilkan oleh

beberapa BUMN menyebabkan ditetapkan kebijakan ganda oleh pemerintah terhadap

me-reka. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan untuk konsumen yang

berbeda hingga sasaran yang akan dicapai juga berbeda. la mempunyai pasar utama

yang berbeda yaitu di dalam negeri dan luar negeri.

Kebijakan ganda yang demikian tidak me-mungkinkan pengelompokan secara

tegas apabila yang dikelompokkan adalah perusahaannya. Multi produk yang

merupakan investment portfolio dari berbagai unit perusahaan stategik dapat

menyebabkan kebijakan ganda atas suatu BUMN. Karena itu akan lebih tepat apabila

yang dikelompokkan bukan perusahaannya tetapi unit perusahaan strategik.
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Dengan pendekatan unit bisnis strategik dalam pengelompokan BUMN, maka

rumus I akan diubah sebagai berikut:

Wn Xn 


3

1j
ijijSX + Wn Yn




6

1j
)3j(iijSX (Rumus II)

Wn adalah proporsi kegiatan setiap unit bisnis strategik dalam kegiatan

perusahaan.

Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah skor yang dicapai BUMN yang

mempunyai unit bisnis strategis yang tergabung dalam beberapa kelompok berbeda.

Tingkat keberhasilan manajemen akan ditentukan oleh standar keberhasilan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan rumus tersebut maka persyaratan evaluasi kinerja yang baik dapat

dipenuhi karena terdapat relevansi antara cara penilaian dengan kinerja yang dinilai.

Validitas tolok ukur telah diperhatikan karena ia menggunakan tolok ukur majemuk

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Rumus I dan II juga telah memenuhi harapan

untuk penilaian yang mencerminkan lingkup per-tanggungjawaban manajemen atas

kinerja.

Mengukur Keuntungan Publik

Menilai keberhasilan suatu badan usaha tidak dapat terlepas dari perhitungan

rugi/laba finansial. Badan usaha milik negara merupakan alat kebijakan pemerintah

yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Karena itu perhitungan rugi/laba harus

dilihat dari sudut pandang masyarakat berupa keuntungan publik Tabel 1

menunjukkan contohnya
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Tabel 1:

Perhitungan Keuntungan Publik BUMN A dan BUMN B (dalam jutaan rupiah)

BUMN A     BUMN B

Laba privat bersih serelah dipotong pajak

+   Pajak penghasilan

Bunga pinjaman

Pengeluaran untuk pengembangan daerah

- Pendapatan Iain-Iain

+Depresiasi dan amortisasi

- Biaya oportunitas modal kerja

5.000

0

100

8.000

200

1.000

3.200

1.000

400

0

500

200

Keuntungan pubtik atas dasar biaya

- Subsidi setelah dipotong pajak tidak langsung

6.700

1.000

10.900

(2.000)

Keuntungan pubtik atas dasar biaya pasar 5.700 12.900

BUMN B dapat mencapai keuntungan publik yang lebih tinggi daripada

BUMN A, walaupun keuntungan privatnya lebih rendah. Dari perhi-tungan tersebut

dapat disimpulkan bahwa BUMN B telah mengembangkan usaha-nya tanpa

menerima subsidi dari pemerintah, beroperasi secara lebih efisien karena telah

menggunakan modal kerjanya secara lebih intensif walaupun beban bunga pinjaman

dan depresiasi serta amortisasi lebih tinggi sebagai akibat kegiatan perluasan

usahanya.

Penilaian atas dasar keuntungan publik atau keuntungan privat merupakan

penilaian kinerja pada satu saat, sedangkan BUMN merupakan organisasi yang hidup

hingga perlu penilaian atas kinerja yang menunjukkan perkembangan selama

beberapa tahun. Penilaian dilakukan atas dasar harga konstan. Trend keuntungan

publik selama beberapa tahun merupakan indikator diagnostik yang menyatakan

gerak keuntungan publik sebagai indikator statis. Menilai keberhasilan BUMN juga

memerlukan penilaian atas indikator dinamis, seperti kegiatan penelitian dan
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pengembangan, pelatihan, pemeliharaan dan perencanaan korporat yang menunjang

pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa mendatang.

UJI PENGARUH PERBEDAAN SASARAN PADA KELOMPOK BUMN

TERHADAP TUJUAN PRIORITAS TUJUAN, DAN HUBUNGANNYA

DENGAN BOBOT TOLOK UKUR

Uji Perbedaan Tujuan dan Prioritas Tujuan Antara Kelompok BUMN Dengan

Sasaran Berbeda

Hasil pengamatan menunjukkan semi tujuan yang ditetapkan ingin dicapai

adalah sama dan tanpa perbedaan prioritas hingga tidak perlu diadakan uji Kai

kuadrat. Kesimpulannya tidak ada perbedaan tujuan antara kelompok BUMN dengan

sasaran berbeda.

Model analisis Kruskal Wallis digunakan untuk membandingkan lebih dari 3

sampel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, hasil uji ini nampak

pada Tabel . Analisis ini menunjukkan bahwa pengelompoka BUMN tidak

menyebabkan perbedaan yang berarti dalam penetapan prioritas tujuan.

Tuntutan peningkatan efisiensi dari pemerintah dan keadaan lingkungan

menyebabkan pimpinan mereka lebih berorientasi pada tujuan sebagai badan usaha

yang harus tumbuh. Saat ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang

disebabkan karena interaksi den lingkungan di sekitarnya. Sikap hanya me nyai   arti

kalau dinyatakan dalam perbuatan. Perilaku dan perbuatan tidak selalu sesuai dengan

prioritas tujuan yang telah ditetapkan tergantung pada keadaan dan situasi lingkungan

tertentu. Demikian pula sikap dan perilaku pimpinan yang menghadapi keadaan

lingkungan kompetitif dan tuntutan efisiensi serta deregulasi yang mengurangi segala

fasilitas dan subsidi pemerintah menyebabkan mereka cenderung lebih mengutama-

kan tujuan sebagai badan usaha yang harus selalu meningkatkan efisiensi. Seba-
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liknya tujuan yang bersifat misi seperti perintisan usaha, pembinaan golongan

ekonomi lemah, dan pengembangan daerah mendapatkan prioritas rendah.

Tabel 2:

Uji Kniskal Walfis Niiai Skala Tujuan

Antara BUMN Kelompok I, II, 10, dan IV

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

H X2
0,05

     4-1

Hasil Kesimpulan Analisis

Ho diterima apabila:
H ≤ X2

α;k-1

6.089 7,815 Ho
diterima

Ho ditolak apabila:
H > X2

α;k-1

Tidak ada perbedaan
signifikan dalam skala
prioritas tujuan antara
kelompok BUMN I, II,
III dan IV

Uji Korelasi Antara Prioritas Tujuan dengan Robot Tolok Ukur Pada Setiap

Kelompok UMN Dengan Sasaran berbeda

Keeratan hubungan (korelasi) antara prioritas tujuan dan bobot tolok ukur pada

setiap kelompok BUMN  dianalisis  dengan  mengguuji korelasi jenjang Spearman.

Analisis ini dipakai untuk mengukur keeratan hubungan antara 2 variabel yang tidak

mempunyai joint distribution dan condition variance tidak diketahui hubungan  nyata

antara  prioritas  tujuan  dan bobot tolok ukur.

Hasil uji korelasi jenjang Spearman dengan tingkat signifikansi 5% yang

disajikan pada Tabel 3 menunjukkan tidak ada korelasi antara prioritas  dan  bobot

tolok ukur  pada  kelompok BUMN dengan sasaran berbeda terbukti pada kelompok I

dan II. Sedangkan pada kelompok III dan IV, korelasi tersebut ada. Ini berarti pada

kelompok I dan II tidak ada hubungan  nyata antara prioritas tujuan dan bobot tolok

ukur. Sedangkan pada kelompok III dan IV terdapat hubungan nyata antara prioritas

tjuan dan tolok ukur.
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Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penetapan bobot tolok ukur di antara

empat kelompok BUMN maka diadakan analisis Kruskal Wallis yang hasilnya

disajikan pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bobot tolok

ukur. Rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas mempunyai nilai skala tertinggi pada

setiap kelompok BUMN. Dengan demikian bobotnya juga tertinggi jika dibandingkan

dengan tolok ukur lain. Ini berarti pemerintah telah berhasil mempengaruhi pimpinan

dalam penetapan bobot tolok ukur. Hal ini juga menunjukkan bahwa sikap dan

perbuatan dipengaruhi oleh keadaan. Ketetapan 70% pada tolok ukur RLS akan besar

pengaruhnya terhadap keberhasilan yang dikaitkan dengan imbalan. Sebaliknya tolok

ukur pelaksanaan misi yang mempunyai bobot 0% tidak akan mempengaruhi tingkat

keberhasilan dan imbalan yang diterima. Oleh karena itu kelompok 1 dan II yang

mempunyai tujuan nonkomer-sial lebih penting karena mempunyai sasaran pe-

merataan dan sebagai prasarana tetap menetapkan bobot yang tertinggi pada RLS,

hingga hipotesis tidak terbukti pada dua kelompok BUMN tersebut.

UJI KESAMAAN PERSEPSI ANTARA PIMPINAN DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DALAM PENETAPAN PRIORITAS TUJUAN DAN BOBOT

TOLOK UKUR

Uji Kesamaan Persepsi Antara Pimpinan dengan Pejabat Pemerintah dalam

Penetapan Prioritas Tujuan

Kesamaan persepsi antara pimpinan dengan pejabat pemerintah dalam

penetapan prioritas tujuan dianalisis dengan menggunakan uji jumlah jenjang

Wilcoxon. Analisis ini digunakan karena menyangkut 2 sampel yang berasal dari 2

populasi   berbeda   yang   tidak  diketahui distribusinya.
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Tabel 3:
Koretasi Jenjang Spearman Skala Prioritas Tujuan dan Bobot Tolok Ukur

pada BUMN Kelompok I, II, III, IV

Kelompok
BUMN

Kriteria Pengambilan
Keputusan

t t0,625:11
Hasil

Analisis
Kesimpulan

Satu Ho diterima apabila
- tα/2;n-2 ≤ t ≤ tα/2;n-2

Ho ditolak apabila
t > tα/2;n-2  atau  t < tα/2;n-2

0,02 2,201 Ho diterima Tidak ada korelasi nyata
antara skala prioritas
tujuan dengan bobot tolok
ukur pada kelompok I.

Dua Ho diterima apabila
- tα/2;n-2 ≤ t ≤ tα/2;n-2

Ho ditolak apabila
t > tα/2;n-2  atau  t < tα/2;n-2

0,86 2,201 Ho diterima Tidak ada korelasi nyata
antara skala prioritas
tujuan dengan bobot tolok
ukur pada kelompok II.

Tiga Ho diterima apabila
- tα/2;n-2 ≤ t ≤ tα/2;n-2

Ho ditolak apabila
t > tα/2;n-2  atau  t < tα/2;n-2

2,36 2,201 Ho diterima Ada korelasi nyata antara
skala prioritas tujuan
dengan bobot tolok ukur
pada kelompok III.

Empat Ho diterima apabila
- tα/2;n-2 ≤ t ≤ tα/2;n-2

Ho ditolak apabila
t > tα/2;n-2  atau  t < tα/2;n-2

2,69 2,201 Ho diterima Ada korelasi nyata antara
skala prioritas tujuan
dengan bobot tolok ukur
pada kelompok IV.

Tabel 4:

Uji Kruskal Wallis Bobot Tolok Ukur

Antara BUMN Kelompok I, II, III, IV

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

H X2
0,05

     4-1

Hasil
Analisis

Kesimpulan

Ho diterima apabila:
H ≤ X2

α;k-1

0,09 7,815 Ho diterima

Ho ditolak apabila:
H > X2

α;k-1

Tidak ada
perbedaan signi-
fikan bobot tolok
ukur antara
kelompok BUMN I,
II, III dan IV.
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Sebelum diadakan analisis uji ini maka lebih dahulu diadakan  pengukuran

prioritas tujuan tujujan menggunakan pair comparison forced berdasarkan persepsi

pimpinan   dan pejabat pemerintah. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi

5%.

Untuk menguji kesamaan persepsi antara pimpinan BUMN di lingkungan

departemen perindustrian dengan pejabat departemen perindustrian dan departemen

keuangan maka digunakan Kruskal Wallis. Pengujian ini menggunakan signifikansi

5%. Hasil analisisnya menyatakan tidak terbukti ada perbedaan persepsi tentang

prioritas tujuan dan bobot tolok ukur antara pimpinan dengan pejabat pemerintah

yang berkedudukan sebagai  posisi kunci pada   pengengendalian manajemen. Lihat

Tabel 5.

Tabel 5:
Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon Nilai Skala Tujuan Menurut Persepsi Pimpinan

dan Pejabat Departemen/BPIS

Pimpinan
BUMN dan

Pejabat
Departemen

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

R R5
Hasil

Analisis
Kesimpulan

Perindustrian Ho diterima apabila
R>R5

Ho ditolak apabila
R<R5

150 R0.05 = 115
R0,01 = 105

Ho diterima Tidak ada perbedaan
persepsi yang signifikan
antara pimpinan dan pejabat
departemen perindustrian
dalam penetapan skala
prioritas tujuan.

Pertanian Ho diterima apabila
R>R5

Ho ditolak apabila
R<R5

136,5 R0.05 = 115
R0,01 = 105

Ho diterima Tidak ada perbedaan
persepsi yang signifikan
antara pimpinan dan pejabat
departemen pertanian dalam
penetapan skala prioritas
tujuan.

Pekerjaan
Umum

Ho diterima apabila
R>R5

Ho ditolak apabila
R<R5

138 R0.05 = 115
R0,01 = 105

Ho diterima Tidak ada perbedaan
persepsi yang signifikan
antara pimpinan dan pejabat
departemen pe-kerjaan
umum dalam penetapan
skala prioritas tujuan.

BP6 Ho diterima apabila
R>R5

Ho ditolak apabila
R<R5

137 R0.05 = 115
R0,01 = 105

Ho diterima Tidak ada perbedaan
persepsi yang signifikan
antara pimpinan dan pejabat
BPIS dalam penetapan skala
prioritas tujuan.
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Hal ini karena tidak ada perbedaan signifikan antara persepsi pimpinan dengan

pejabat pada departemen perindustrian maupun pejabat departemen keuangan dalam

menetapkan prioritas tujuan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pimpinan

maupun pejabat pemerintah menempatkan prioritas 1 sampai dengan 5 berkisar pada

tujuan pertumbuhan, kelangsungan usaha, peningkatan nilai tambah, alokasi sumber

daya yang efisien, keuntungan, stabilitas dan peningkatan kesempatan kerja.

Perbandingan pada setiap tingkat prioritas satu persatu menunjukkan ada perbedaan

antara keduanya. Guna menghindarkan kerancuan maka sebaiknya disusun

perencanaan korporat secara bersama antara pimpinan dan pejabat pemerintah.

Perencanaan semacam ini merupakan pendekatan sistematik dalam memperjelas

tujuan.

Tabel 6:

Uji Kruskal Wallis Nilai Skala Tujuan Antara
Pimpinan dan Pejabat Departemen Keuangan Atas 8 BUMN

di Lingkungan Departemen Perindustrian

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

H X2
0,05; 3-1 Hasil

Analisis
Kesimpulan

Ho diterima apabila:
H ≤ X2

α;k-1

4,546 7,815 Ho diterima

Ho ditolak apabila:
H > X2

α;k-1

Tidak ada perbedaan
signifikan prioritas tujuan
antara pimpinan, pejabat
departemen perindustrian dan
pejabat departemen keuangan

Uji Kesamaan Persepsi Antara Pimpinan Dengan Pejabat Pemerintah dalam

Penetapan Bobot Tolok Ukur

Dalam analisisnya akan digunakan uji jumlah jenjang Wilcoxon dan Kruskal

Wallis. Sebelum dilakukan pengujian maka lebih dahulu diadakan pengukuran bobot

tolok ukur dengan menggunakan pair comparison forced choice berdarsarkan

persepsi pimpinan dan pejabat pemerintah. Pengujian ini menggunakan tingkat

signifikansi 5%. Hasil analisisnya Wilcoxon menunjukkan tidak ada perbedaan
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signifikan antara pimpinan dan pejabat pemerintah dalam menetapkan bobot tolok

ukur.

Khusus untuk menguji kesamaan persepsi antara pimpinan BUMN di

lingkungan departemen perindustrian dengan pejabat departemen perindustrian dan

departemen keuangan digunakan uji Kruskal Wallis. Pengujian menggunakan tingkat

signifikansi 5%.

Hasil uji Kruskal Wallis yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan tidak ada

perbedaan signifikan antara persepsi pimpinan dengan persepsi pejabat departemen

perindustrian dan pejabat departemen keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun pimpinan dan pejabat pemerintah

masing-masing menetapkan 5 tujuan terpenting pada tujuan yang sama dan

menetapkan bobot tolok ukur yang sama, namun tingkat preferensi antara keduanya

tidak selalu sama. Tingkat preferensi merupakan pernyataan sikap yang sangat

dipengaruhi oleh sistem nilai, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu sifatnya

sangat subyektif. Sebagai usaha untuk menghilangkan kerancuan dalam penetapan

tujuan dan bobot tolok ukur maka seyogyanya tujuan, prioritas  tujuan,  dan  bobot

tolok  ukur ditetapkan bersama oleh  pimpinan  bersama  pemerintah.  Yang terakhir

ini mempunyai pandangan dengan luas terhadap kepentingan nasional, sedangkan

pimpinan BUMN mempunyai  pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan yang

dipimpinnya   hingga   perencanaan   yang disusun bersama akan merupakan rencana

terpadu dan terkait dengan rencana pembangunan nasional tanpa mengabaikan

kekhususan masing-masing.

Sebagaimana telah dikemukakan, struktu pengendalian BUMN kita

menyerupai struktu divisional. Seorang menteri sebagai kuasa pemegang saham

membawahi beberapa BUMN yang  dipimpin oleh dewan direksi merupakan

manajer pusat pertanggungjawaban. Menteri dan BPIS membina BUMN atas dasar

program  departemen  yang  dipimpinnya, seakan tidak ada keterkaitan antara dengan

lain. Penyusunan perencanaan korpon mereka merupakan penjumlahan  yang disusun.
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Tabel7:
Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon Bobot Tolok Ukur Menurut Persepsi Pimpinan

dan Pejabat Departemen/BPIS

Pimpinan
BUMN dan

Pejabat
Departemen

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

R R5
Hasil

Analisis
Kesimpulan

Perindustrian Ho diterima
apabila R >R5 Ho

ditolak apabila
R <R5

6 6 R0.05 = 49
R0.01 = 33

Ho diterima Tidak ada perbedaan persepsi yang
signifikan antara pimpinan dan
pejabat departemen perindus-trian
dalam penetapan bobot tolok ukur.

Pertanian Ho diterima
apabila R >R5 Ho

ditolak apabila
R <R5

6 5 R0.05 = 49
R0.01 = 33

Ho diterima Tidak ada perbedaan persepsi yang
signifikan antara pimpinan dan
pejabat departemen pertanian dalam
penetapan bobot tolok ukur.

Pekerjaan
Umum

Ho diterima
apabila R >R5 Ho

ditolak apabila
R <R5

6 3 R0.05 = 49
R0.01 = 33

Ho diterima Tidak ada perbedaan persepsi yang
signifikan antara pimpinan dan
pejabat departemen pekerjaan
umum dalam penetapan bobot tolok
ukur.

BPB Ho diterima
apabila R >R5 Ho

ditolak apabila
R <R5

6 5 R0.05 = 49
R0.01 = 33

Ho diterima Tidak ada perbedaan persepsi yang
signifikan antara pimpinan dan
pejabat BPIS dalam penetapan
bobot tolok ukur.

Tabel 8:
Uji Kruskal Wallis Bobot Tolok Ukur Antara Pimpinan, dan Pejabat

Departemen Perindustrian dan Departemen Keuangan Atas 8 BUMN di
Lingkungan Departemen Perindustrian

Kriteria
Pengambilan
Keputusan

H X2
0,05; 3-1 Hasil

Analisis
Kesimpulan

Ho diterima apabila:
H ≤ X2

α;k-1

0,375 5,991 Ho diterima

Ho ditolak apabila:
H > X2

α;k-1

Tidak ada perbedaan
signifikan prioritas tujuan
antara pimpinan, pejabat
departemen perindustrian
dan pejabat departemen
keuangan
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masmg-masing. Hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengarahkan dan

mengelola mereka tanpa adanya strategi sektor BUMN. Ini bersifat makro dan lebih

menekankan pada pertimbangan sosial-ekonomi. Dengan adanya globalisasi ekonomi

dan deregulasi maka mereka tetap mempunyai fungsi sosial sebagai agen

pembangunan yang akan menunjang tercapainya pertumbuhan dan mengurangi

kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Tetapi sebagai badan usaha mereka harus

dapat menjaga kelangsungan usahanya dan meningkatkan daya saing.

Atas dasar konsep unit bisnis strategik maka sektor BUMN merupakan

portofolio dari berbagai bisnis dimana masing-masing akan menyiapkan strategi

berdasarkan kekuatan dan ancaman pada sektor ini. Mereka merupakan portfolio

inuesment karena berbagai produk yang dihasilkan atau unit usaha yang ada mem-

punyai segmen pasar dan strategi sendiri. Strategi yang ditetapkan oleh setiap unit

perusahaan strategik akan dilakukan berdasarkan kekuatan dan ancaman yang

dihadapi mereka.

Implikasi dari konsep ini adalah bahwa penyusunan rencana jangka panjang

terjadi secara bertingkat. Dengan demikian maka rencana tersebut merupakan

kesatuan terpadu dan terkait seperti pada Gambar 2 dan 3. Dengan

mempertimbangkan keterkaitan antar mereka secara sistemik maka akan terdapat

sinergi pada sektornya. Sedangkan untuk fihak yang terlibat dalam pengelolaan baik

pimpinan maupun peja-bat pemerintah akan mempunyai satu kesamaan bahasa dalam

penetapan tujuan yang akan dicapai. Kesamaan semacam ini bukan hanya antara

pimpinan dengan pejabat pemerintah dalam satu departemen teknis tetapi juga antara

menteri bidang teknis dengan menteri keuangan yang mewakili pemilik.

Dalam penyusunan tolok ukur, perencanaan korporat mempunyai peran penting

karena akan berpengaruh terhadap penetapan target dan bobot tolok ukur, baik untuk

kelompok BUMN   atau   kelompok   unit   bisnis   strategik maupun untuk setiap unit

perusahaan strategik Pada penetapan target, tingkat hasil yang harus dicapai dalam 1

tahun akan disesuaikan dengai tujuan jangka panjang setiap perusahaan atau unit

bisnis strategik sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan pada
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perencanaan strategik sektoral. Penetapan bobot tolol ukur tujuan komersial dan

tujuan nonkomersial pada setiap kelompok atau unit perusahaan strategik yang

dilakukan pada tingkat pemerintal akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah

mengenai berbagai macam produk yang dihasil oleh sektor ini . sedangkan penetapan

bobot tolok ukur tujuan komersial dan nonkomersia pada setiap BUMN atau setiap

unit bisnis strategis akan sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada

perencanaan strategi BUMN yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisis yang telah dikemukakan maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

(i) Menurut sasaran yang akan dicapai dengan pendekatan produk dan konsumen,

BUMN kita dapat dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Kelompok yang

mempunyai saran pemerataan atau distribusi, mempunyai sasaran sebagai

prasarana. mempunyai sasaran sebagai  pendorong pembangunan dan yang

mempunyai sasaran sebagai sumber pendapatan negara dan meningkatkan

neraca pembayaran. Menurut  lingkup pertanggungjawaban pimpinan atas

kinerja,  BUMN kita dapat dikelompoksn menurut 2 pendekatan yaitu

pendekatan pusat pertanggungjawaban dan pendekatan perimbangan relatif

antara dimensi publik dan dimensi badan usaha. Berdasarkan pendekatan

mereka dapat dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut; pusat laba pusat

pengeluaran, pusat tanggung jawab sosial, dan pusat biaya standar.

Berdasarkan pendekatan perimbangan relatif antara dimensi publik dan dimensi

badan usaha, mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok sebagai

berikut. kelompok yang lebih condong pada dimensi publik yang diatur oleh
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pemerintah dan yang lebih condong pada dimensi badan usaha yang bekerja

melalui mekanisme pasar.

(ii) Dengan tingkat signifikansi 5% perangkat analisis kai kuadrat dan Kruskal

Wallis menunjukkan bahwa tak ada perbedaan tujuan dan prioritasnya antara

kelompok BUMN dengan sasaran berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 1983 telah menetapkan tujuan yang sama bagi semua BUMN kita.

Setiap pimpinan dalam mengelola berpegang pada ketetapan peraturan tersebut

dan evaluasi kinerja yang berlaku sama bagi semua di mana bobot tolok ukur

tujuan komersial yang tinggi menyebabkan semua pimpinan menetapkan

prioritas pada tujuan nonkomersial. Walaupun tujuan nonkomersial merupakan

sebagian besar tujuan mereka menurut peraturan tersebut.

(iii) Pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan perangkat analisis uji

jenjang korelasi Spearman, disimpulkan tak ada korelasi antara prioritas tujuan

dan bobot tolok ukur pada setiap kelompok tentang penetapan prioritas tujuan

dan bobot tolok ukur pada kelompok yang mempunyai sasaran prasaran.

Sedangkan pada kelompok yang mempunyai sasaran mendorong pembangunan

dan kelompok yang mempunyai sasaran sebagai sumber pendapatan negara

hubungan ini terbukti. Dengan evaluasi kinerja yang lebih menitikberatkan

pada rentabilitas dan tujuan komersial lainnya, pimpinan lebih termotivasi

meningkatkan keuntungan dan tujuan komersial yang lain. Hal ini akan tepat

untuk kelompok pendorong pembangunan dan kelompok sumber pendapatan

negara. Tetapi untuk kelompok yang mempunyai sasaran prasarana tidak tepat

karena bagi dua kelompok tersebut fungsi sebagai agen pembangunan lebih

penting.

(iv) Pada tingkat signifikansi 5% dengan perangkat analisis uji jumlah jenjang

Wilcoxon dan Kruskal Wallis, tidak terbukti, keduanya menganggap bahwa

tujuan pertumbuhan, kelangsungan usaha, dan alokasi sumber daya yang

efisien adalah penting. Hal ini dilihat dari 3 prioritas tertinggi yang ditetapkan

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 11 No.1 Tahun 1996



oleh keduanya walaupun tingkat prioritas di antara mereka berbeda. Preferensi

merupakan pernyataan sikap seseorang, walaupun subyektif sifatnya.

(v) Terdapatnya multi produk yang dihasilkan oleh BUMN dan kondisi pasar yang

berbeda menyebabkan pengelompokan tidak dapat dilakukan dengan tegas ke

dalam 4 kelom pok.  Karena  kondisi multi produk dapat menyebabkan mereka

mempunyai sasaran berbeda dengan pendekatan produk dan konsumen

sekaligus. Multi  produk  yang dihasilkan dapat menyebabkan kebijakan ganda

oleh pemerintah atas BUMN tersebut. Dengan pendekatan pusat

pertanggungjawaban ia dapat menjadi  beberapa pusat pertanggungjawaban.

hal ini tidak dilakukan terhadap BUMN tetapi terhadap unit bisnis strategik.

(vi) Diusulkan dua rumus pengukuran   keberha silan manajemen yang dapat

diterapkad pada BUMN yang  menghasilkan produlj tunggal atau multi produk

yang dihasilka oleh unit perusahaan strategik yang tergabung dalam kelompok

yang sama, dan juga pada mereka yang menghasilkan muti produk. Dua rumus

tersebut   telah memenuhi harapan.

(vii) Persaingan yang ketat, tuntutan peningkatan efisiensi dari pemerintah, serta

deregulasi yang mengurangi dan menghapus fasilitas subsidi dan penyertaan

modal pemerintah menyebabkan pimpinan lebih mengutamakan tujuan

pertumbuhan, alokasi sumber daya yang efisien dan kelangsungan usaha. Hal

ini membuktikan adanya pengaruh keadaan dan lingkungan terhadap perilaku

pimpinan.

(viii) Evaluasi kinerja yang menetapkan bobot stabilitas, likuditas, dan solvabilitas,

sebesar 70% sangat berpengaruh terhadap peringkat keberhasilan yang

dikaitkan dengan tingkat gaji dan bonus yang diterima pimpinan. Sebaliknya

pelaksanaan misi sebagai agen pembangunan yang diberi bobot sebesar 0%

tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan. Yang terakhir ini

menentukan besarnya gaji dan bonus yang diterima pimpinan, menetapkan

prioritas yang tinggi pada tujuan komersial. Hal ini membuktikan ada

hubungan antara imbalan dengan motivasi.
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Saran dan Implikasi

(a) Pemerintah telah menetapkan pengelompokan BUMN, namun pengelompokan ini

tidak menunjukkan dengan jelas sasaran yang  akan  dicapai  hingga  sulit

dijadikan dasar penilaian keberhasilan.

(b) Dua peraturan yang menetapkan tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi

kinerja BUMN mempunyai  kelemahan sebagai berikut Tidak jelas komponen

atau variabel keberhasilan apa yang akan dinilai. la hanya menilai pencapaian

tujuan komersial. Apabila  yang  dinilai  adalah   keberhasilan manajemen  maka

peraturan  telah  menetapkan tolok ukur yang tidak mencerminkan lingkup

pertanggungjawaban pimpinan atas kinerja. Peraturannya menetapkan tolok ukur

yang sama dan dengan bobot yang sama untuk semua BUMN.

(c) Disarankan dua rumus formula standar penilaian keberhasilan manajemen.

Dengan pendekatan unit bisnis strategik rumus tersebut memperhitungkan

perbedaan kebijakan pemerintah atas wewenang dan tanggung jawab pimpinan.

Yang mencerminkan lingkup pertanggungjawaban mereka atas kinerja. Untuk

menerapkan rumus tersebut di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai

berikut.

Perbedaan kebijakan pemerintah atas suatu kelompok atau unit bisnis strategik

akan berpengaruh terhadap otonomi dan wewenang pimpinan dalam membuat

keputusan dan memanfaatkan peluang meraih keuntungan. Ini hendaknya

diperhatikan dalam penetapan target, terutama target keuntungan dan bobot tolok

ukur tujuan komersial. BUMN merupakan organisasi yang hidup dan dinamis

hingga penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil yang dicapai dalam satu

tahun. Seyogyanya target ditetapkan atas dasar trend selama beberapa tahun

dengan memperhatikan tujuan jangka panjang dan perkembangan di masa depan.

Dengan adanya kebijakan ganda yang disebabkan adanya multi produk yang

dihasilkan oleh BUMN, maka seyogyanya penyusunan tolok ukur

mempertimbangkan proporsi setiap unit perusahaan strategik terhadap seluruh
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kegiatan perusahaan. Untuk ini perlu dihitung nilai asset (investasi) dan jumlah

tenaga kerja yang ada pada setiap unit bisnis strategik.

(d) Evaluasi kinerja sebagai subsistem dari sistem pengendalian manajemen hanya

merupakan sebagian proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan dalam

satu perusahaan. Oleh karena itu perlu didahului dengan penyusunan perencanaan

korporat yang baik. Karena sektor BUMN merupakan portofolio dari berbagai

bisnis dan ia juga merupakan portofolio dari berbagai investasi maka diperlukan

perencanaan secara bertingkat. Pemerintah akan lebih berperan dalam penetapan

strategi korporat secara makro yang sekaligus menetapkan sasaran dan kebijakan

terhadap BUMN sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang

kemudian akan dijabarkan oleh masing-masing menteri bidang teknis kepada

BUMN di bawah pembinaannya. Berdasarkan pengarahannya pimpinan akan

menyusun strategi korporat yang akan menggunakannya sebagai salah satu

pertimbangan di samping kondisi lingkungan dan keadaan internal perusahaan.
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